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ABSTRACT

-
Philesophy couid mean both science and way of life. Pancasila as philosophy of the Indonesians is a
way of life, not meant as science since the latter contains a process. not a product, Through the founding
fathers. this way of life was then formulated as a fundamental basis of the state. Values in such
fundamental basis of the state demand some adjustments to the development of the socicty, so that
Pancasila is also demanded to be able fo have a role as an open ideoiogy, including to make the change
of those values to become norms concrete.

[.  FILSAFAT SEBAGAI ILMU DAN PANDANGAN HIDUP

Dalam rangka memahami filsafat Pancasila, terlebih dahulu harus disepakati bahwa
makna filsafat dapat bermakna ganda. Filsafat dapat diartikan sebagai ilnu. dan dapat
pula sebagai pandangan hidup.

Jika filsatat diartikan sebagai ilmu, berarti filsafut tersebut merupakan suatu proses,
bukan produk. Sebagai ilmu, filsafat memiliki objek, dan sistematika yang tertentu, serta
bersifat universal. Filsafat bertujuan untuk mencari hakikat kebenaran' “sesuatu™ dengan
cara berpikir sedalam-dalamnya. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu” itu adalah objek
materia filsafat, yang nota bene sangat luas cakupannya, yakni segala sesuaty yang ada
dan mungkin ada. Berdasarkan objek inilah (ilmu) filsafat dibedukan dalam berbagai
cabang, yang mungkin pengklasitikasiannya dapat berbeda antara seorang ahli dengan
ahli Jainnya. Sekalipun demikian, sebanyak apapun cabang filsafat itu, selalu dapat
dikembahikan kepada tiga kelompok besar cabang filsafat, yaitu: (1) ontologi, (2}
epistemologi, dan (3) aksiologi.?

Tulisan ini sebelum pernah dibawakan datam Lokakarya MKU di Universitas Tujuh Belas Agustus,
Surabava, 13 Maret 1996,

Gury Besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Manggala BP-7 Pusat.

Kebenaran dapat dibedakan dalam banyak beberapa jenis, antara lain kebenaran indera, ilmiah.,
rilsafat, dan agama.

- Pembagian demikian antara iain diberikan oleh D. Runes. The Dictionary of Phitosophy, New Jersey:
Linlefield. 1963. Ontologi adatah cabang filsafat yung menyelidiki makna (hakikat) ada/keberadaan,
termasuk ada alam, manusta. metatisika, dan kosmologi. Epistemotogi adulah cabang lilsafat vang
menyelidik makna {hakikat) ilmu. misalnya lentang sumber. syarat, proses terjadi, dan validitasnya.
Aksiologi adalzh cabang filsafat yang menyelidiki makna (hakikat) nilai, termasuk di dafamnya
estenka dan clika.
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Berbeda dengan ilmu-iimu pada umumnyi, flsafat adalab ilmu tunpa batas. 1a
dikatakan dutang sebelum dan sesudah ilmu-ilmu yang dikenal saatini. Dikatakan datang
sebelum itmu karena semua ibmu vang sektoral. seperti banyak terdapat dewasa ini,
bermula sebagui bagian dari filsafat. Dikatakan datany sesudah iimu. karena semug 1lmu
menghadapi pertanyaan-perianyaan vang melewan batas-batus spesialisast mereka, yang
kermudian ditampuny aleh filsafat. Boleh jadi pertanyuan-pertanyaan demikian tidak
terjawab secara memuaskan oleh filsafat, tetapi filsafat adalah tempat pertanyaan-
pertanyaan seperti itu dikumpulkan, diterangkan, dan diteruskan. Kalaupun filsafat
“herhasil™ memberikan suatu lawaban. tidak berarti pekerjaan filsafat sudah selesal.
Tawaban filsafal tidah pernah abudi, Oleh karena iw, (ilmu) filsafat tidak pernah selesai

dan tidak pernah sampa pada skhiv sebuah masalah

Di aws telah disinggung, bahwa jika tilsafar diarnkan sebuagal pandangan hidup,
herarti filsatat tersehut merupakan suane produk atau hasil pilihan, kescpakatan. atau
perjanjian lubur, Pandangan hidup ini dapat berupa pandangan hidup individu, kelompok
masyarakat, bangsa. atau negara. Panduangan hidup suate bangsa disebut juga dengan
ideologi nasional. dan pandangan hidup negara sama dengan ideologi negara.

II. PANCASILA SEBAGAL PANDANGAN HIDUP

Jika herbicara tentang filsafat Pancasila, maka vang dimaksud adalah filsatar Pancasita
sebagai pandangan hidup, bukan filsafat sebugai ilmu. Schagal pandangan hdup berarti
Pancasila tersebut mengandung nilai-nilai Tuhur bangsa Indonesia, tepatnya norma atau
kaidah yang menganduny nilai-nilai, Kita sebut Puncasila sebagai norma karena Puncasila
mempunyai sifat mengikat bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan piliban,

kesepakatan, dan perjanjian luhur bangsa Indonest,
P LT £

Nilai-nilai yang rerkandung dalum Pancasila it dapat saja bersifat umversal, tetap:
sebaliknya. juga bersifat konteksiual. Sila-sila Pancasila mempunyat sifat universal kareng
nilai-nilai vang erkandung pada masing-masing pasal juya diyakini sebagal sesuati yang
baik bagi kemanusiuan di seluruh dunia. Di fain pihak. silu-sila Pancusila sebagar kesatuar

yang bulat utuh merupakan ciri khas bangsu Indonesia,

Dalam kehidupan bangsa Indonesia diakui, bahwa nilal Pancasila adalab pandangar

hidup vang berkembang Jalam sosio-budaya bangsa Indonesia. Pancasila dianggap nila

Pembahasan Tehik Lanjus men i pengertian dlmu sl depat aibaca dalame Darji Darmodihargs

& Suidartu, Pebok ok Eibefei Halm: Apg dan Beagainiene Filsaus Hobion Indonesia, Cet, 2

Jakart: Gr. s Ltame, 1995, Bae 1
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Zavar dan puncak (sari-san) budaya bangsa. Oleh karena itu, nilai ini diyukini sebagui
+. dun kepribadian bungsa. Sedemikian mendasamya nilai ini datam menjiwai dan

Lsatdt ipandangan hidup) bangsa adalab wajar!

Sebagai wjaran filsafat. Pancasila mencerminkan nilai yany hakiki tentang hubungan
o253 Indbnesia dengan sumber kemestaan, yakni Tuhan Yang Maha Fsa. Asas Ketuhanan

-

12m¢ Maha Esa adalah asas fundamental dalam kesemestaan, yang mencerminkan

-2 anusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesta, dan seterusnya. Nildi-nilai ini

~rrrbadian bangsa Indonesia vang religius atau teisme-religius. Demikian pula asas

-vowra bulat-utuh mencerminkan asas kekeluurgaan. cinta sesuma, dun cinta keadilan,

Pancasita dikatakan mengandung nilai-nilai luhur karena sungat berguna dan amat

‘ukan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasvarikat, berbangsa. dan bernegara.

..anosepert disinggung di muka adalah sitat, keadaan, atau kualitas dari sesuatu yany

sreuna bagr kehidupan manusia, baik tahir maupun batin. Harus diingat, bahwa nilai di

-7 adalah kualitas vang melekat pada suatu objek. tetapi bukan objek itu sendiri.

Memilal berarti mentmbang, vakni suatu kegiatan manusia untuk menghubuingkan
-ovoatu dengan sesuatu yang lain, dan selanjutnya mengambit keputusan dari pertimbangan
-2 telish dilakukan. Keputusan yang diambil adaluh keputusan nilai, yang menyatakan
_Twab sesuatu ity berguna, benar, baik, indah, kudus (suei). atau sebaliknya, Dalam nilai-
~asdermbaan terkundung cita-cita manusta. Nifai dengan demikian merupakan day Soffen,

~oaan das Sein,

Notonagere membedakan nilai dalam tiga macam, yakni nilai materiil, nilai vital,
-0l kerohamian. Sesuatu dikatakan bernilai materiil apabiia sesuatu it berguna bagi
- manusia, Selunjutnya. sesuatu bernitai vital jika ia bergunu bagt manusia untuk
--rat mengadakan kegiatan (aktivitas). Sesuatu dikatakan bernila rohani apabila ia
~orz2nu bagl rohani manusia. Nilai rohani i dapat dibedakan lebih tanjut menjadi: (1)

L oaehenaran atau kenyvataan, (23 miai keindahan, (33 nilai kebaikan moral, dan (4) nilai

-z ooios atan kesucian,

Pembagian yang dibuat Notonagoro di atas hanyalah salub satu cara pembedaan nilai.

sy mila dapat dibedakan dalam pasangan-pusangan: nilai intrinsik dan nilai

mengenet bl ind ihat lebih lanjut: Pendidiban Pancasifa &8 Pergarian Tinggi. Eding 4,
~angn Lakoratorium Pancasila IKIP Malung, 1994, Buh 1 s.d, VI
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ekstrinsik. nilal positit dan nilai negatif, nila dasar, milai instrumental, dan (nilat) praksis.”

Pancasita scbugai pandangan hidup (filsafat hidup) mengandung nitai-nilai hasl
pemikiran manusii vany sedalam-dalamnya (Jadi, merupakan hasil renungan tilsalat pula),
vang kemudian dijadikan pedoman hidup masyarakat tsering disebut dengan pegangan

hidue. wav of fite, Weltanschauung. wereld-en levensheschowwing, pandapgan duma).

1L TANCASILA SEBAGAL DASAR NEGARA

Puncasila sebagai dusir negara digali dari pandangan hidup masyarikat traks oo
Indonesia. Dengan adanya kesatuan tekad® untuk membangun masa depan hersama deng.”
mendirikan negura.” maka “rakyut” Indonesianipun memutuskan untuk menjudi “hangsa”
Tndonesia, Pandangan hidup masyarakat tersebut menjadi pandangan hidup bangsa
tideologi nusional . Pandangan hidup bangsa mengandung kristalisasi nilai dari sejarah
kehidupan bangia yvang mepcerminkan dimensi kehidupun pribadi, keluarga, dan
masvarakat. Pandangan hidup bangsa juga dapat dikatakan merupakan kiistalisas: nilai-

nilai yang disepakati sebaga perjanjian luhur bungsa Indonesia. ditctapkan oleh Panitia

Dalam Kanries Besar Bahasa Indonesia, “praksis” {sebagai kaa silati diarikan sebogai hidang

kehidupan Jan kegatan pra&iis PANLSIA.

Tokand vang Kual untug embuanglen masa depan berswms ind Jischue kesadarae hehangsaan, Wawasan
arambuk dan herkembang dari Kesadaran kebangsain tersehul dinumakan wawasan kebangsaan.

L
Parcasila seragal niaham hebangsaan. mempunyal wawasan yang s menjunjung linggl
et iaan Jun demakrasi, Tanpa demokrisi. pahant kebangsaan akan merosot menjadi Fasismi
Nugdistme, vang herhehuyd haik bagi minoritas dalam bangsa sendin, moaupun bagi bungsy-bangsd

Ly

Keoenst Mimiteviden 1933 menvehutkan g syirad bnum [enueg negarl. vaitu rukyor, wilayat
VA permanei. uan pemarintah yang melakukan hubungae interpasional, Bagi negara kebangsaaar
rreeara nesionzl o ierluki sutu syarat bagi. yaitu tekad femungat) kebasgsun Tk semu ne gars
adulub negera kehungaaiazn, dan liduk sermua negard kebangsaen i ber-Ketuhanan Yang Maha Dsa
Negard Republih Indonesia vang herdasarkan Pancasili adadah negara kebungsaan vang ber

Ketshznar Yong Mok Do bukan negacs sekuler dan hukan pula negare agama, Tonggak pertarm;

nesara hebasgsien Kitcdbnatad kikala erganisasi Bocdi Oetami museut (20 Mel 19083 ditkuti olel

peristivy Sumpan Pemuda Ih Oktober 1U2% 1, dan meneapal puncaknyi pada Prokiamas
Kemerdekaan 17 Agustus (9451 Penzgusan terkacap komilmen negary kebangsaan yang ber
Ketuhanan Yans Saia Fauini dupat ditenukan pula anturs latn pacla Alinea ke-3 Pembukuan UL
1945 dan Pasal 29 aan il VLD L1943, Tonggak Tain ying memperkuat keberadaun negar
kehamesaan kil terjadi padu whun 1976, yakni dengin intcgrasi Timor Timur secara resmii ke dalar
negara Republik Indonesia dan meniadi Propinst ke-27 {herdusarkun U ndang-Undang No. 7 Fahw
19761,
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Fervapan Kemerdekaan Indonesia (PPKE) pada tanggul 18 Agustus 1945 sebagai dasar

Pancasta dengan int telah dikukubkan sebagai ideologh negara (dasar negara) yang
mamransar kedudukan yuridis-konstitusional yanyg tnggi dan Koat, sebagaimana
Scmimmikan dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1943, Pancasila yang disepakati sebugai

-7 negtre Republik Indonesia tersebut merupakan perjanpian lubur bangsa Indonesia,

-2 mempunyai kedudukan yuridis-konstitusional yang tinggt karena ditetapkan oleh
SERI Jun kemudian secara resmi dikukuhkae dalam Pembukaan UUD 1945,

Harus disadari, bahwa dasar negara Pancasila digali dun dikristalisasikan dari
~omdungan hidup bangsa Indonesia yang majemuk, pluralistik. berbhinneka tunggal ika
S s sukns buhasa, agama, dan kepercayaan). serta sungat religivs, Dalam hal ini
¢ . ndak semua pandangan bidup masyarakat ity diangkat menjadi pandangan hidup
T danseterusnya menjadi pandangan hidup negara, Di sin terdapat proses seleks
-2 27 sadur Pandangan hidup negara tersebut diproyeksikan kembali kepada pandangan

r22r bungsa, kepada pandangan hidup masyarakat, dun baikan, kepada pandungan hidup

Trimadl sehingga dupat berwujud sebagai sikap tngkah laku dun perbuatan sehari-hari.

IV, PANCASILA SEBAGAL IDEOLOGIE TERBUKA

Tenta saju dalam memproyeksikan kembali pandungan hidup tersebut ke dalam wujud
-oxip ungkah luku dan perbuatan schari-hari, selalu disesuaikan dengan perkembangan
2.n dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa. dan bernegary, Ideologi vang selalu
~empu menyesnatkan dint dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal
wwreebut luzim disebut sebagan ideologi terbuku. Pancasila termasuk ideologi vang
—omihidn, dan semangar sebagai ideotogl terbuka ini secura jelus dinvatakan dalam
Periclusen Umom Undang-Undanyg Dusar 1945 °

Dalam metaksanakan Pancasila scbagai ideologl terbuka, nilui-niiai Pancasila dapat

Compokkan menjadi tga tataran. Pertama, (ataran nitai dasar, yakni nilai yang tidak

~.2h berubah sebugai dasar peluksanaan Pancasila. Kedua. tataran nilai instrumental, vaitu

Bt Ponjelasan iw adalah: = Terutama bagi negara baru dan nesary mudi, lebih baik hukum
Sesatvang tertulis itu hanys memuat aturan-aturan pokok, sedanyg aturan-asturan yang

memvelenggarakon atran pokok ini discrahkan kepadis undang-undang yang lebih mudah cara
meinhuatnya, merubahnya. dan mencabutiya.. Yang sunuat penting dulam pemerintahan dan dalam
Sootpnva negard dalah sEnEnmil, semangat penyelenggara negara. semungal para pemimpin

~emerintzhas,”

"f
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arahan ataw kebijakan dalam melaksanakan nilai dasar. Ketga teieran nilaid praksis,
merupakan perwujudan pelaksanaan nyata nilai dasar dan nilai insiremental vang jiwa

dan semangatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai dasar,

Y. PANCASILA SEBAGAI SUMBER TERTIB HUKUM

Pdcasila sebagai filsafat bangsa. pandangan hidup, dan ideologt nasional merupakan
refleksi ipantulan) atau pencerminan budaya bangsa Indonesia yang mengandung
pandangan hidup. kesadaran, cita hukum, dan cita moral vang meliputi suasana kejiwaan
serta watak dart bangsa Indonesia, yang dipadatkan dan dimurnikan oleh PPKI pada
ranggal 18 Agustus 1945 menjadi dasar negara Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan
secara tegus dulam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 entang Memorandum DPR-
GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Tndonesia dan Tata Urutan Peraturan

Perundangan Republik Indonesia.

Pancastta vang mengandung nilai-nilat luhur hasil renungan filsatati (tu kemaudian
dijabarkan menjadi norma-norma (kaidah-kaidah} guna pembangunan bangsa dan negara
dafem arti Juas. mencakup pembangunan fisik dan (terutama) pembangunan watak atau

keprbadian bangsa inational and character building,

Untek mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara, nilai-nilai tersebut
dijabarkan menjudi norma hukum, yang berwujud UUTY 1945, terdini dari Pembukaan,
Barang Tubuh. dan Penjelasan. Ketiganya merupakan komponen-komponen yang saling
terkait. yang tidak dupat dipisahkan satn dengan yang luinnya. Memisahkan satu komponen
dengan komponen yang lain akan mengakibatkan UUD 1945 menjadi tiduk lengkap, tidak
utuh. dan tidak dapat dipahumi secara benar.

ULUD 1945 yang dimaksud di atas adalah undang-undang dasar sebagaimana
naskahnya dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun 1 No. 7 tanggal 15 Pebruari
1946, Hab ini perlu disampaikan, berbubung dengan adanya Dekrit Presiden tanggzal 5
Jult 1959, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 tahun 1959 (Keputusan Presiden
Republik Tnionesia No. 1570 lahun 1959 tentang Dekrit Presiden Republik Indonesiy/
Panglima Tertinggr Angkatan Perang tentang Kembali kepadu Undang-Undang Dusar
L9435, yang dalam tampirannya juga terdapat naskah UUD Y45,

Y1 NORMA-NORMA MORAL, HUKUM, DAN PEMBANGUNAN

Untuh pedoman penghavatan dan pengamalan Pancasita sebasai pandanean hidu
penghan peng ga p g p

bangsa vang berwujud sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam pembentukan jiwa dan
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~zoribadian bangsa, ditetapkanlah Ketetapan MPR No. [/MPR/1978 tanggual 22 Maret
=~ ennung Pedoman Penghayatan dan Pengamadun Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).”
Miinouimya Ketetapan MPR tersebut dilatarbelakangt oleh munculnya berbagai ideclogi

-

~.ongan sebefum Orde Baru (liberalisme, komunisme, dan penyalahgunaan agama), yang
czr. dicegah kebangkitannya kembali di era Orde Baru. Selain itu, saat itu dirasakan
~2.2m ada pemasyarakatan Pancasila secara intensif dan berkesinumbungan, padahal kita
solaTy m;nghadupi tantangan di masa depan dun pereantian generasi,

P-4 1nt merupakan wujud norma moral bagi bungsa Indonesia. Perlu ditegaskan,
7w P-4 sendirt tidaklah identik dengan Pancasila. P-4 juga bukan merupakan tafsir
-znoinduk dimaksud untuk menafsirkan Pancasila. Pancasifa aditah tilsafat bangsa

-7 Zenesia. sedangkan P-4 adalah pedoman penghayatan dan pengamalannya. Sekalipun
cerukivn, P-4 otidak dapat dipisahkan dengan Pancasila,

Latuk mewwpudkan cita-cita dan tjuan nasional, setap Hma hun disusun/ditetapkan
~:7is-zaris Besar Haluan Negara, yakni pembangunan nasional dafam garis-garis besar.
- 3HN m adalah pernyataan kehendak rakyat yany berisi program-program pembangunan
2o ~zZaz brdang vang hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia scutuhnya dan
Torinangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan,
2.7 pedoman pembangunan nasional. GBHN it merupakan wujud norma pembungunan
Tz 2angsa Indonesia.

Daium rangka pemasyarakatan dan pembudayaun Pancasila sebagai pandangan hidup

ZenZasar negara. khususnya dafam pemasyarakatan dan pembudayaan P-4 demi kesatuan
= .mida pandangan, dan gerak langkah, maka Ketetapan MPR No. H/MPR/1978 dijabarkan

— .- Pusal 3 Ketetapan MPR No. [IVMPR/IO78. MPR menugasi Presiden sehagan mandataris atau
: 3 hersuma-samy dengan DPR mengusahakin agar P-4 dapat diloksanakon dengan schaik-
. Dulam Keteltapun MPR No, IZMPRAIORE dan Noo HPMPRAYY3 {rentang GBHN). MFR
“rrrlapaan lebin lanjul wujud pelaksanasn Pancusilu dalam pombsingunan nasional,

Cva kunei pokok dalam menghayad dan mengamalkan Pancasila (P-44 yaitu; (1) peauntun
tngkah laku manusia Indonesia, (2} pelaksanaan yang manosiawi. (33 sesuai dengan Kodrat
+: hubungan bertimbal babik dun seimbiing antara mangsia dan masyurakat (sclaras-serasi-
-2 - Srherpangkal tolak pada kemawan dan kemampuan mengendalikan din dun kepentingan,

e mzrsamner dard Ketetapan MPR Noo HEMPR/TGTS, sedingkan angka/jumiah butir tersebut tidak
o enenT funasinyg hanya untuk memudahkan pelaksanisnnyi, Kunel untuk melaksanakannya
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lagi dalam suatu buku Penataran P-4 yang memuat matert Pancasilu/P-4. vanyg lebih dikena
sebagai “Buku Kuping™,

Untuk menjelaskan Ketetapan MPR No. I/MPR/AOTS 1ersebut teluh disusun buku
buku pelengkap dengan perbiukan/penycsuaian, mulai buku vang pertama (Buku Kunyit
tahun 1978 Edisi 1T tahun 1981, 1986, 1993, dan werakhir 1994, hasil kerja sama BP-7
Pusat dan Tim P-7, dan hasilnya khusus matert Pancasila/P-4 udalsh “Buku Kuning™.

Di atas telah disineung. bahwa P-4 adalah pedoman uniuk mewujudkan nilaj-nila
yang terkandung dalam norma-norma moral, menjadh sikap. tingkah laku dan perbuatar
sehari-hari, dalam kehidupan hermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, UMD 1945 adalat
norma hukum sebagai dasar menvelenggarakan pemerintaban negura datam mewujudkar
cita-cita dan tujuan nasional, Ketentuan-ketentuan TUD 1945 it kemudian dijabarkar
lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan vang fehih rendah tingkatannya dalan
kerangka sistemn hukum nasional. Pembentukan sistem hukuin nasional dan penegakar
hukum memegang peranan yvang sangat mendasar, Karend negara Republik [ndonesi:
adalah negara berdasurkan hukuwm, tidak berdusarkan kekuasaan belaka, Integrasi nasional

akan terancam apabila rakyul serta penyelenggard negar tiduk mematubi hukum.

Setanjutnya, GBHN merupakan norma pembangunan yang meneandung nilai-mlu
Pancasila untuk pedoman petaksanaan pembangunan nasional dulam rangha mewujudkar
tujuan nasional. Pengeunaan istilub “norma maral. norma hukum. dan norme
pembangunan” ini hanva unik memudahkan pengertian, di samping dikenal ada norma

norma lain, seperti norma agami. kesusibaan. dan sopan santun.

VIL KEWASPADAAN NASIONAL

Tentu saja, dalam penerapan norma-norma ite seladu swja ada ancaman, gangguan
hambatan, dan tantangan, yang mutlak memerlukan kewaspudaan nasional untul
mengatasinya. Kewaspaduan nasional teratama ditwjukan dalam rangka pelestarian
pengamalan, dan pengamanan milai-nilal Pancasila, baik dulam wujod nilal dasar, nila
instrumental, maupun (nidai} praksis. Hal inl semakin relevan, seiring dengan pesatny;
perkembangan teknologl informasi dan komunikasi. yang membawa dunia ke dalam er:
globalisasi atau “menembus batas-batas nasionalitas™ {Aorderiessy. Fenomena seperti
atas, jika tidak diwaspadai. pada gphrannya akan mengaburkan jati diri bungsa Indonesia

""" Integrasi nasional adalih proses menyatukan rakyi, wiliyal sea pemerintal dalam ikatan negar:

kesatuan Republik Indonesia. lntergrusi nusional berlungsung dalam kerangke sisrcm hukum yvang
merupakan dusar Kelembagnan untuk membentuk sistem nasional.
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PENGANTAR KE ARAH PEMAHAMAN
FILSAFAT PANCASILA

Pesestartan, pengamalan, dan pengamanan nilii-nilar Pancasily dilakokan melalui
semanyarakatun dan pembudayaan P-4, bark melaiui jatur pendidikan keluarga, sekolah,

Sonomasvarakat, jalur media massa, organisasi politik. dun pemerintahan,

Pengukuhan Pancusila sebagai sumber tertib hukum atau sumber dari segala sumber
moxnam juge telah dilakukan oleh lembaga tertinegi negura. Hal ini tercantum dalam
~ewiapan®™PRS Noo XKXMPRS/1966 jo. Ketetapan MPR No, V/MPR/ 1973 jo. Ketetapan
WIPR No. IXYMPR/19TS,

Menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, xumber ertib hukum Republik
T _enesia adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita {aic’] hukum serta cita-cita
- raovang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, ialah cita-cita
- emgzenal Kemerdekaan individe, kemerdekaan bungsa, perikemanusiaan, keadilan sosial,
Teorizmmaian nasional dan mondial, cita-cita politk mengenat sifat hentuk dan tujuan negara,
- ce-oitn moral mengenat kehtdupan kemasyarakitan dan keagamaan sebagai

—o oiawuntahan daripada [sicff budi nurani manusia.

selanjutpya disebutkan, babwa pandungan hidup, kKesudaran dan cita-cit hukum seeta
_-onta moral yang meliputt suasana kejiwaan dan watak dari bangsa Indonesia i pada
omozan 1% Agustus 1945 elah dimuenikan dan dipadatkan olel PPKL atas nama rakyat
sroenzsia menjadi dasar negara Republik Indonesiu. yabhut Pancasili, yang tercantum
_..m Pembukaan UUD 1945,

Pembukaan GUD 1943 tersebut mengandung pokok-pokok pikiran, dan isi pokok-
T eon pikiran rsebut tndak lain adalab (mengandungy sili-stla dard Pancasila i senclini.
Dualam Penjelasan UUD 1945 tercantum kalimat: “Undang-Undang Dasar
zniprakan pokok-pokok pikiran yang terkundung dalam Pembukaan, dalum pasal-
Toesmva” Il berartt bahwa penjabaran/penalsiran sila-sila Pancasila harus mengacu
< 7aca Pombukaan dan pasal-pasal datam Batang Tubuh UUD 1945 dan Penjelasannya.
Menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1Y66 tersebut dinvatakan, bahwa
sevronaan UUD vang mengandung nilai-nilal Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh

o oTin o oeeh siapapun, termasuk oleh MPR hasit penilihan umum,

Menorur kewentuan, dalam melaksanakan Pancasila sebagail ideologi terbuka,
T omronean, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945 digolongkan sebagan nilar dasar
o274 wduk berubub. Hal imi berdasarkan Ketetapan MPR No, I/IMPR/1993 tentang
srriieran Tata Tertib MPR Pasal 104 vang berbunyve “Majehis berketetapan untuk
~z~ozoapunkan Undang-Undang Dasar 1945, ndak berkehendak dan tdak akan

an perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan



